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WALIKOTA LHOKSEUMAWE

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR & TAHUN 2013
TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Qanun Kota
Lhokseumawe Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi, struktur dan besarnya
tarif retribusi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai
Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Menara
Telekomunikasi;

bahwa untuk pelaksanaan perhitungan tarif retribusi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur
pedoman tentang Tata Cara Perhitungan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Lhokseumawe tentang Tata Cara Perhitungan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4109);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
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11.
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3930);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Pengamanan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 3981);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang
Pemberlakukan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2001 tentang Pembentuan Kota Lhokseumawe
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4239);

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis
Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe (Lembaran
Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2007 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 07 Tahun 2010 tentang
Perubahan Kedua atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13
Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota
Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun
2007 Nomor 07);

Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 02 Tahun 2012 tentang
Retibusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran
Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 Nomor 2).
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

10.

11.

12,

13.

14.

Daerah adalah Kota Lhokseumawe.

Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan
Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-
masing.

Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota
dan Perangkat Daerah Kota.

Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.

Dinas adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kota
Lhokseumawe.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Lhokseumawe.

Komunikasi adalah suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan
apa, dengan saluran, kepada siapa.

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau
penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,
tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau
sistem elektromagnetik lainnya.

Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana
penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain
atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan
penyelenggaraan telekomunikasi.

Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan
usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta,
instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.

Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki,
menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan
bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut
Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan
ruang untuk menara telekomunikasi.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.



15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan
tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan
oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan
pedalaman serta laut wilayah kota.

18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara
tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

19. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga
rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar,
dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok
retribusi yang terutang.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman dalam
perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannnya Peraturan ini adalah untuk meningkatkan potensi
Pendapatan Asli Daerah untuk pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam
mewujudkan kemandirian daerah.

BAB III
TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

(1) Tarif Retribusi sebesar 2% (dua persen) dari NJOP yang digunakan sebagai
dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara Telekomunikasi;

(2) Dalam hal objek Retribusi belum diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang PBB, maka penerapan NJOP didasarkan pada perhitungan biaya
Pembuatan Baru Bangunan Menara (BPBM)/ (Cost Reproduction New/CRN)
atau mengacu pada NJOP objek lain yang sejenis.
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Perhitungan Retribusi
pengendalian menara telekomunikasi,

BAB IV
TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 5

berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan dan
dengan memperhatikan aspek tata

ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 6

Besarnya retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
dengan cara mengalikan NJOP yang digunakan sebagai dasar perhitungan
Pajak Bumi dan Bangunan menara Telekomunikasi dengan Tarif Retribusi.

(1)

Pasal 7

Mengingat perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) sulit ditentukan, serta untuk memudahkan perhitungan, maka
perhitungan retribusi yang terutang didasarkan pada Biaya Pembuatan
Baru Bangunan Menara (BPBM)/(Cost Reproduction  New/CRN)
memperhatikan parameter-parameter sebagai berkut:

a. berdasarkan ketinggian menara; dan

b. perhitungan biaya pembangunan menara.

(2) Perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai
berikut:
o ) Jumlah
o | Keumagan | oo crn (ep) | T2 | Reibusi (vp)
(3x4)

1 2 3 4 5

1. <10m 49.204.223,- 2% 984.084,-
2. 11m-20m 67.073.214,- 2% 1.314.464,-
3. 21 m-30m 108.980.233,- 2% 2.179.605,-
4. 31 m-40m 148.181.573,- 2% 2.963.631,-
S. 41 m-50m 202.626.139,- 2% 4.052.523,-
6. 51 m-60m 257.070.704,- 2% 5.141.414,-
7. 61l m-70m 310.641.970,- 2% 6.212.839,-
8. 71 m-80 m 364.213.236,- 2% 7.284.265,-
9. 81 m-90m 445.654.482,- 2% 8.913.090,-
10. 91 m- 100 m 1.029.531.019.- 2% 20.590.620,-
11. | 101 m-110m 1.613.407.557,- 2% 32.268.151,-
12. 111m-120m 1.943.507.700.- 2% 38.870.154,-




BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal & duvor 2013

{, WALIKOTA LHOKSEUMAWE
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SUAIDI YAHYA






